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Mengingat 1.

BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI ITALIMAilTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR Zc TAIIUN 2018

TENTANG

STANDAR BIAYA MASUI(AN TAHUN AITGGARAN 2OL9

DENGAN RATIMAT TUHAI{ YANG MAIIA ESA

BUPA,TI BARITO TIMUR,

bahwa sebagai upaya mencapai efisiensi dalam
pen1rusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2A19, perlu
ditetapkan Standa.r Biaya Tahun 2Al9;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dengan
Peraturan Bupati Barito Timur tentang Standar Biaya
Masukan Tahun Anggaran 2A19 ;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OO2 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten
Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur dalam
Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Nomor a180);

Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OA4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a356);

b.

2.

a



5.

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun z0lt
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523fl;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AU Nomor 244, Tambahan Nomor
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20 15 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2AA6

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2Ol1
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2AlL Nomor 31O);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Pen5rusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2A19 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor TOLI;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 I PMK. A2 I 2Ol8
Tahun 20 18 tentang Standar Biaya Masukan Tahun
Anggaran 2Ol9 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 511);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5
Tahun 2OL3 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Timur Tahun 2Ol3 Nomor 13);
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7.

8.
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Menetapkan

t2. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3
Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur
Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TEI{TA}IG STANDAR BIAYA
MASUI(AIT TNIUN AITGGARAIT 2OT9.

BAB I
KBTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.
2. Bupati adalah Bupati Barito Timur.
3. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan

sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggararl dalam
Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah,
baik berupa Standar Biaya Masukan maupun Standar
Biaya Keluaran.

4. Standar Biaya Masukan adalah satuan biaya berupa harga
satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk
men5rusun biaya komponen masukan kegiatan.

5. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan
pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen
masukan kegiatan.

6. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu
tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan
kegiatan.

7. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang
merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan
untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.

8. Total Biaya Keluaran adalah besaran biaya dari satu
keluaran tertentu yang merupakan akumulasi biaya
komponen masukan kegiatan.



BAB II
STAI{DAR BIAYA MASUI(AI{ TAIIUN ANGGARAN 2AI9

Pasal 2

(1) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2Ol9 berfungsi

sebagai pedoman bagi satuan Keda Perangkat Daerah

untuk men)rusun biaya komponen masukan kegiatan

dalam Rencana Kerja Anggaran satuan Kerja Perangkat

Daerah berbasis kinerja Tahun Anggaran 2Ol9'

(2) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dalam rangka pelaksanaan kegiatan, standar Biaya

MasukanTahunAnggaran2}lgberfungsisebagai:
a. batas tertinggi;
b. estimasi.

(3) Besaran standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2Al9
yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana

dimaksud pad.a ayat (21 huruf a tercantum dalam

Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini'
(a) Penjelasan Besaran standar Biaya Masukan Tahun

Anggaran 2}lg yang berfungsi sebagai standar biaya

tertinggi dan estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran II dan

Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini'

Pasal 3

(l)Terhadap SKPD yang tidak berpedoman atau belum

tercantum pada standar biaya yang telah ditetapkan

dalam peraturan ini maka wajib membuat surat

pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani

diatas materai oleh PA/KPA, dengan format sebagaimana

tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini'
(2)Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana

dimaksud pada ayat {1) merupakan bentuk

pertanggungjawabanPA/KPAataspenggunaansatuan
biaya yang melebihi atau diluar standar biaya yang telah

ditetapkan.
Pasal 4

Khusus untuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah, stlsunan

personil keanggotaan dan besaran honorariumnya ditetapkan

tersendiri dengan Keputusan Bupati.



BAB III
I(ETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati
diundangkan.

Pasal 5
ini mulai berlaku

Agar setiap orang mengetahuinya,
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

pada tanggal

memerintahkan
penempatannya

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 7 NcWraOv? 2018

BUPATI BAzuTO TIMUR,

AMPERA A.Y. MEBAS

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggai 1 /uovtr.4erR 2OI8

SEKRBTARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO ?IMUR,

#
r^sKoP

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2AI8 NOMOR 20.



LIIMPTRAIT I
PTRATIIRIIT BITPATI BARITO TIUIIR
lrOuOR ?,o TAIII It 2O1E
TEITTANG
S"AITDAR BIAYA MASI'XAI{ TAIII'il ATGGA"RAN
2019

STANDAR BIAYA UASUKXAN TAIIUil .AIIGGARAI{ 2019
YANG BERrI'NGSI SEBAGAI BATAS TTRIINGGI

tYo UEAIAN SATI'AI$ BIAYA TA 2O1A

tlt l2l I3l t4l

1

HOITORARII'U PEI{ANG{}I'!TG JAWAB ?&TGEIOLA XSUAfGATC/BTEIA"AIT

1 PF;IfCtGIIf,A AlrIGiGAnAI{ / KUASA PEfGGrrrA A.f,GGARIII

a. filai pagtr dae o,d. Rp. l(Xljuta OB s@.ofl,

b. Illlat Daaa dm dtltg RD. lOO juta g-al. Rp. 250 juta ot 610,OOO

c. Itilai paru.la!. iltatr Rp. 2SOJutg s.d. Rp. SOOJuta o3 72o,4W

d., Itlar pagl dffi diggl Rp. 5OO ju9:.d. Rp. 1 miltar .-._,.,_

lYilai Dasr dea altatc Rp. 1 niltr s.d. Rp. 2'5 Dilirer

OB

OB

!9g9Sq
97(',Oq)

f. Iftlal pagu d@ dtatu Rp, 2,5 Etliu B.d. Rp. 5 ailtu oa 1,11O,OOO

g. llilai 
".g! 

dae diats Bp. 5 mili{ s.d' Rp. 1o miliu OB 1,250,fiX)

h, ilil.i raI! dffi ali.ts Rp, 1O uilir s.d. RIr. 25 Eiurt OB 1,s4o,fiX)

i. filat pegu ila& diats Rp. 25 milif s-il. RP. 5(, nrli" OB 1.91O.@O

j. trtlai pagu dam dlat* Rp. 50 miliar s,d. Rp. 75 miliar OB 2.250.O@

k lttlai pagr ilas iltatu Rp. 75 mtlts s.d. Rr. 1OO milis OB 2.580.OOO

l. Itflat pagu dam diats Rp. 1(X) Eillu s.d. Rp. 25O miliu OB 3,080,OOO

m. Illlai Dagu d8E diatG Rp. 25O ailir c.d. Rp. 5{D aillu OB 3.5aO.000

n. IIilai pagu dua diatc Rp. 5OO oiltu OB 4,OAo,(XX)

.2 PF^'ABAT PEUBUAT I(OUITUTIII

a. llilat pagu dae a.d. Rp. lOOJuta OB 4ao,(xx)

b. l$ifai pagu ilam dlats Rp. lOOJuta s.d. Rp. 2SOJuta OB 5S,fiX)

c. I{il&i IEgu dam dlats Rp. ?.soJuta s.d. nP. sfi}Jata OB 7(x),(xx)

d. lVtl&i IEgE al8u diats Rp. SOOJuta r.d. Rp. 1 rtltu ()B 8OO,(xX)

e. filai IEgE du dtatB Rp. L milis e.d- Rt'. 2'5 miltc OB grto,ooo

f. filat paau daE aliat* Rp. 2,5 piliar ad. Rp. 5 ailir (}E 1,(}70,o(x)

I. tiflat pagq daB diats Rp- 5 rfliu s.d. Rp. 1O miliu oa 1.210.OOO

h. Xilat pagu dam iltatu Rp. 1O atlts s.d. Rp. 25 oiliu (}B 1,530,OOO

i. latlai pagu dua diatm Rp. 25 miltu s.d. Rp. 50 Eilttr OB 1,85(},OOO

l. I{itai pagu dma dlatae R?. 50 millu s.d. Rp, 75 alliar OB 2.170.flX!

L. mai peglr d.m dtatG Rp. 75 mtlia r-d. Rp. 1(x) oiltar ()E 2,49O,fiX,

l. I{llat DarE d@ diats Ra. l(X) mllir s.d. Rp. 25O mlltr OB 2,980,fi)O

t tr. filat pagE d@ dlata Rp. 25O Eiliu s.d, Rp. 5{X) milir OB 3,1160,ooo

a. I{flai pagu doa tliats Rp. 5O0 miliu OB 3,940,OOO

1.3 PE'AAA" PEI,AI(SAf,A TEKITIS KEGIATAI{

.. l[ihi Ingu dam s.il. Rp. lO0 juta OB 4o(),(xlo

b. filai pagu dam diatu Rp. l(X)juta s.d. Rp. 250juta OB 4ao,fix,

c. ltilai paEE de diat& Rp. 25O juta 8.i1. Rp. 5m juta OB 57(}-(XlO

d. lttlal pagu dua aUata Rp. 5OO juta s.rl. Rp. 1 mtltar OB 660,O@

e. I{llal yngu dam dtat* Rp. 1 miltr s.il. Rp. 2,5 atltu OB 77O,OOO

f. nilai pagu dae dlatE Rrr.2'5 atltu r.d. RIr. 5 Etltu OB aao-{xx}

g. ltit.t pagE de dtatc Rp. 5 milir s.d. Rp. 1O mlliu OB 99O,OOO

h. ttitai pagu it*ra illats Rp. 1O mllis s,d. Rp. 25 mllic OB r,25O,O(x'

i. Xll.l @ .l:r. diat* RD. 25 milt* s.d.. Ra. 50 nllllr OB 1-s2(}^(xx)
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J. filai pagu dau diats Rp. 5O mili* s.d. Rp. ?5 -irir OB 1,78O,qX)

k ltitai casn d*ra iuats Rp, 75 alligr t.d' Rp' IOO riliry OB 2,A4ft,W

L t{ilai Da,Eu dma dtats Rp. 1(X} mlliu sd. Rp. 25o mtltu OB 2,44o,@O

m. Iilai pagE dm diats Rp. 25O rtltur s.d. Rp. 5O0 mitiu OB 2,830,OOO

n. Itilal oaEu dara diitu RD. 5O0 mtli* (lB 3-23(}-tXX)

L,4 PE'ABAT PE'SGUJI DAX PEf,AXDATAf,CAX SPT/ SP2D

a. I{llai pagu dffi s.il. Rp. l@Fta OB rfix),O(x)

* b. l{tlat paql._d@ diats Rp. 10o juta 8..!,. !f3!91.1l-
c. llilal eagu dau diats Rp. 25O juta s.il. Rp. 5(X) Juta

OB

OB

l!o,goo
570,OOO

d. l{ilat oas[ dma dlatc Rp. S@Jata s.d. Rp. I mlltr ()B 660,OOO

lilal Dffi dma dtats RD. 1 miliar s.d. Rp. 2.5 mtlic (}B 77O,AOO

f. trilal ,afr daE diats Rp. 2'5 miltar s.d. Rp. 5 ottlu OB aao,(x)o

g. lttlai rEgr alas dlits Rp. 5 mllir s.d. Rp. 1o milir OE 990,OOO

h. IIflgt oasu ilM dlatc RD. 1O mtlta s.il. Rp. 25 Etltr OB 1,250,OOO

l. I[ilei paeu dae diats Rp. 25 mllir e.d. Rp. 5() aillu OB l,52O,qX)

___i. ltilat lrgu dae dlata Rp. 5O sillr s.d. Rp. 75 atliu
k fillai Dssq ila8a dlatat Rs. ?5 Btliat s.d. Rp. lOQ alliu

OB

()B
1fr94q
2,(x{t,oo0

t. ltrl"t E4 il1g1drqE! iq:lq e4ia1!:.f EL?!9 -4f,t-
m. f,ilal ffi dam dlatc RD. 25O ailiar s,il. Rp. 5OO riliu

OB

OB

2,4$,W
2-a30-(xx)

illl8i Da{u dffi dlats RD. 5{X) siliu s.d. Rp. ?5O slltar OB 3,23O,(xX)

O- Ittlai o@ dam diats RD- 75O miliu g.il. Rp. I T:iliu OB 3,62O,fiX)

P. lttlat m dam dtats Rp. 1 tdliu OB 4.420.(x)O

1.5 BEI{DNIARAPEI{CELUARAT

IItlai dams.d. np. roojlll
ititat du diets RD. 1OO iuta s.d. Rp. 25O juta

a, OB

OE

919.99P-
420,fiX'

c. llilat lngu dua diatu Rp. 25O juta 3.d. RP' SOOJtta OB s{Xr,Oq'

d. ltflat Da{u dae dtate Rp, SOOJuta s.d. Rp. I mlliu oa 57O,OOO

e. Iilai Da{u dam diats Rp. 1 miliu s,il. Rp. 2,5 miri'r OB 670,{XrO

f. ril.r p?€Il{loa dr"ts Rp._2,5 s{lu rtl. Rp. 5 m{ry
,. ltllal m dma dieta fte. $ orlior3.d. Rp. lO rilir

OB

OB

?'9g
E60,OOO

h. Xllai paqu dac ilt ts Rp. 1(, rllid 3.d. Rp. 25 mlller (}B 1,O90,O0()

l, ililat mn d3e {latr 8D.25 Efllst 3.i1, Bp' 5O oilir OB 1"O2{},ooO

l. l[tlat oa8 dae dlatc Ro- 5O aillar s.d. Rp. 75 milic OB 1.550,(x)O

k fYflat pasu da* dtats Rp. 75 mlliar s.it. Rp. 1OO miliu o3 1,74O,fl)O

l. ililai pagu dqra diatu Rp. 1OO miliu s.d. Rp. 25O miliar OB 2,12O,{XX)

E._!_'l_ai pagg dam dts!* Rp. 25O -i+g:.arrg:4-.=itt*
Ilflal Daer dua dtata ED. 5O0 mfltu

OB

OB

,__ z,4irc,w
2,ElO,fi)O

1.6 {4Ir9lrl{lsrRlgu rExgs-
PEITGI'RUS DAIT PEIrNUPAS BARAITG

(i,.nl

ililai Dagu dae s.d. Rp. xx) Juta OB 26{},fiX)

b. IiiIEi reEu dae dist* Rp. lOOiuta 3-d. Rp.2Sojsta OB 31(},O@

c. I{tlat Daqr. dale dtrtc Rp. 250juta s.d. Rp. s(X)Fta oa 37(),flX)

d. mat pasr dua dl..ts Rp. 5(X) juta s.d. Rp. l olllr OB zt30,ooo

e. llilat pagr de iuata Rp. 1 mtltu s.d. Rp. 2,5 olltu OB 50(),ooo

f. llllai Da{u dua diatg Rp. 2,5 mtliu s.d. Rp. 5 mlliar OB 570,O@

g. ililai IngE dae dtats Rp. 5 o-lllar s.iI. Rp. lO miltu OB 6zto,ooo

h. l[ftd ragu das* diats Rp, 1Q niltar a.d. Rp. 25 Billar ()B 81O,QOO

i. trtlal Da{u dffi dlats Rp. 25 milie s-d. Rp. 50 ailiu OB 9ao,ooo

_ J. fila!,I|ags.tua (fiats*R_Il,:_5o qilit s.d.,_R_p..F -tlr*
lL tlilai m dam dlatu Rp. 75 mlllar s.d. Ro. 1OO miltr

qq
OB

1,150,(x)9

1.330.{XX}

l. t{tlat Dagr data diats Rp. 1Oo mlliu s.d. Rp. 25o niliu OB 1,580,OOO
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2

m. ltflat pagu dan rtlats Rp. 250 miliu r.d. Rp. 5{X} milia OB 1,aru,,qx)

rilrt D*s da$ dist*B Bp. 5OO nllt* OB 2,@O,OOO

HoiloRARrrrs rffi / pANrrIA pctrcaoaer BAriAnd I;IA$.A I I[{tTLAYATTAI
{uLPl

2.L PE'ABAT FEI{GAI}AA.T AAAAflG / .'AAA OB 6AO,(X)O

2-Z l(otEh I,LP OB I,OOO,(xX,

2,3 Sekreta:ts IILP OB 8(x,,(xx,

2.4 KTTUA POI(.IA PENGADAAIT IARAI{G /JASA

Fllai oatu Deasadam ropal deagaa Rp. 1OO Jrta OB SOO,OOO

b. llilai p"cu perglqlla.lEgf lLleeirlt r.il 250

I[llal paa oenqadau dtat* RD.25O jut 3.d. Rp. 5@ jtta

OB

(}B
,99-o:s9
aSo,ooo

d. ttilai oao mdam iliets Rp. SOOiutr s'd. Rp. 1 miliar OB 1,Ozo,fiX'

Nilat ra{tr ocD{adaffi diats Rp. 1 mflits.d. Rp. 2,5 otlir (}B 1,27O.(xX)

f. f,ilat pagu pergadaa diatff Rp. 2,5 millu s.d. Rp. 5 mtltal OB 1.s20.fi)o

Itlkl Dam e@dma diatG Rn. 5 mllir s.d. Rp. 1O atliu OB 1,?tO,O@

h. f,ilat pacu oelgdas diatc Rp. 1O olllar s.d. Rp. 25 aili.r OB 2,120,OOO

_,t. . rflai pasu tPrgadsu di*li np. 25 4!S:: ..drEp.,5-o,I9ill*

i. xilai @ Ergd@ dlatu RD. 5O ciltar e.d. Rp. 75 slltu

OB

OB
- 

2't!o-r999

2,79O,W

lL Itilat rraru Dearaalae iliats Rp. 75 ailiu e.d. Rp. lfi) aillry ()E 3,13O,OOO

l. I{ilal oas eeffidau iliats trt . 1OO nlllr r.d. Rp. 25O oilts (}B a,sa{r,ooo

ilil*i Dasr peageilm dlots Rp. 25O Eilis 8.d. Rp. 5OO alllar OB 4,O3O,OO0

Itlilei DaqE peanadail dlat8 Rp. 5fi) siltas OB 4.49{),Ofi)

2.N SEKRETARIS POIUA PEITGA,DAAT BARAITG/JASA

ttllel @ De!6dam rooat deagar Rp. 1OO juta OB 5(l0,qx)

b. lrilai pcrrt dau.Uats Rp. ldljuta 3.a1. Rp.250Juta OB 760,Ofi)

ItIiIai pasu Delrladm diatG Rp. 25O juta 6'd. Rp. 5{X) Juta OB 7610,fiX)

d. lgilai m Dcmdam dtutr Ro. SOOJuta s.d. Rp. 1 oiltr OB 920.(x)o

trllai DaEu oemdam dietre Rr. 1 otltars.d. Rp.2,5 qilic OB 1,1zl{},ooo

f. ITtlai partll Der{ad@ diats Rp. 2,5 mlllu r.d. Rp. 5 mlltar OB 1,37O,OOO

{. Itihi Dagu p€!*adae diatc Rp. 5 milir s.it. Rp. 1O ailiu OB 1,6&,,@(,

h. filai Das erlailae di.tffi Rp. 1O mtlir r.d. RD. 25 6$r'? OB 1,91o,tx)o

l. il{a1PatE Peaglq39r .UatE !P. 2s EiEu-$d. RP. so ailiat
i, Nilai Dssu Der,gadu dlat8 Rp. 5O miliu a.d. Rp. 75 miliu

OB

(}B
?.410'o9q
2,520,OOO

k ithl oao reapadae dlrtm RD. 75 miliu 3,d. Rp. 1OO atltc OB 2,Ezr,Ofr,

f. ilihl o*Eu aersads dlatl Rp. 1(X! millu 4.i1. Rp.25{l miltar OB 3,23Q,OOO

3-{ir!{t-{Xx}

I$il.t leuadam diats RD. 5fi) rlltc OB

2.6 Ar{GGdrA POXJA PEnGADAAII BARAITG/.,ASA

a. filat pagr paa€adam spai deqgu RP. 1(E juta OB zt50,ooo

b, l{ilai Das Eanad.e diats Rp. lOO juta t.d. Rp. 25O juta OB 4ao,ooo

G. I[tlat pagu pergadm diata RP. 25O1'uta s.d. Rp. 5OOJuta OB 6@,O(x'

d. t$ifst Dffi Datadaa8 dlatc R . 5OO futa s.d. Rp. 1 miltur OB 72O,(xX!

f,ilai m mru.ad@ dirts Rr. 1 otltc s.d. Rp. 2,5 mtltar OB 910,qx,

f. IItlat pa*rr peagadro diatu Rp. 2,5 ailtar s.d. Rp. 5 eili* (}B 1,{Xx),fiX)

g. filei pagr pengadau dlats Rp. 5 mlllar s.d. Rp. 1O niltu (}B 1,27O,OOO

h. lttlqt pagu porgadaE dlatu *p. 1o cilis s.al- Rp. 25 oiliu OB 1,s1O,O(x)

l. [ifai Daer rrc!*adas diats R". 25 milts s.d. ap. $ riliar OE 1,75(},@0

i. ililai oaa mneadu dirt8 R?. 5(, ailiar t.d. Rp. 75 6itie' OB 1.990.dx,

k ltllai paru oeE{adas diata Rp. 75 ailr* s'{. Rp. lOO miltu OB 2,?.3o,OW
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llt El- tsl t4l

3

tOO alllr 3.d. Ro. 250 riltr OB 2,56(},@0

diet* Ro. 259 miliar s,d. Br, 500 efltar OB 2,8EO,OOO

mnadam dtatc RD. 5OO rlliu OB 3,200,qx)

noroi;iiux-pr-lirsAr I ;FrrG psrEiiuA ilsrt PEIi

s"t-pr^riiEAr pr,lniRilA EAsrL mx JAM/PEIIcADAAIr BAnAIrc/.rAsA OB 42(},OOO

a. PeJabatPeug*da8Ea3agdu.re
b, PcrggruBararg
c. PeryiEPu Bmng

3.2 KETT'A PAI{ITIA PEI{ERIUA HASIL PEKERJAAS

OB
OB
OB

42O,W
42A,W
42O,(xX)

a. f,ilai tngu pe&erJro / per€SdamsanPai dergan RP. lOOJuta OB
420-(xx)

t, tilai pagu pekerJm / peugsaau diats RP. loojuta 6-rl. Rp. 2SOJata

-- 
- lil"t pagri iir"ti* i FrpA* at"tai-np- ziii;ot" t.a. np. sooiuta

_oB
OB

424,O@

52O,(xxl

a. fifai pagrr pet"6am / IErgBds8 dt ts RP- StXljuta r.d. Rp. I oiliu (}B 62O,fiX,

i. ffifal pagn peterjru / tptgadae diEts RP- 1 alllar 3.d. RP- 2,5 oiliu OB
77O,W

f. I{tlat pagu peterjm / PeDgadam diat* Rp- 2'5 miliu r'd' Rp' OB
910,OOO

S. fit"i lngu peterJm / pegadaaa diat* ip. 5 millt s'd' Rp. lO milir OB 1.O60.fi)O

t- -xa* p"gu-pef"tj* I p""&aro di.tc np' 1o ailir s-il. Rp.25 atltr
OB

1,26O,(xX)

i- liil"t p"g" pcleda8 / IErgadae diat* Rp' 25 mlltu s-il' Rp. 5O miliu
OB

1.rtso.ooo

j. filaf pagE petedau / trc-g".l@ dlatc Rp. 50 mllit s.il- Rp. 75 ailir
OB

1,65O,(xX)

t. m"f p"gu pekerJm / peagailm diatr Rp. 75 mlliar s.d. Rp' 1OO mtltu
OE

1.8!10.OOO

i. fUA pagu pe&eqim / lrcagaitam diatc Rp. lfl) miliu s.d. Rp. 25O mtlir
OB

2.100,000

m. Iltlat pagu pchcrJro I pcagailau aliats R?. rlllr s.d. Rp. 5OO miltar
OE

2,37O,OOO

n. Xilatpagopeteqiam / 1rcng3dro rllatas RP' 5(X)oiltu
OB

2,630,oo,O

[5.:i--spriJiirenrsienrtreiuxrnminasrlPEr<pRJAAr
a l{llat pagu pekerju I Pergadaa ffipai dengu Rp. lOOJuta OB

42O,(xX)

U. rairr p"gu piGrim I p" ,ii-RP. 1oo juta 3-d" ip. 25oJuta OB
420,fiX)

s XU* pagu pelet ail / pergarlau iliats Rp. 25O Juta s.d. Rp. 5OO Juta OB 520,@O

d. t{ilat pgu pckerjam / pengrdam diatu Rp. Sfr)Juta s.d. Rp. 1 atliar OB
620,fi)O

e. I{ltai pagu peledam / IrcEgadao diatc Rp. 1 atlir e.d. Rp. 2'5 aitiar OB
77O,OOO

L t{tlai lngu pekerjm I !E!gad.e itirts Rp. 2'5 miltu 3.rl- Rp- 5 niltu

I{ilai pagu peLerjau / peagadau iliat* Rp. 5 mlllr r.d. Rp. 1O ailtars.

OB
910,OOO

OB
1,06(},000

n. filgi pagq lrekerjam / Irclgsdam diat* Rp. 1O oiltur s.d. Rp. 25 ailiu
OB

1.26,0,(}00

i. fn"f pagu pelerjaaE / Pclgadam diatu Rp. 25 miltur s.d. RP. 5{) milis
OB

1,4SO,fiX)

3. filaf p"gu peterjae / lnngadam diatu Rp- 5O aillar s.d. Rp. 75 rtliu
OB

1,6s0,(xlo

h tlner pagu petcdmi / p;itdft;ta Rp. ts Eliarsli. np. roti -irru
OB

1,a4O,OOO

Xrf": p"glr-p"t"qrm / P"r$d diat* Rp. 1OO mllia s-d. Rp. 25o mlliu
{}B

2,1(X),OOO

* Nll"f p"$. p"kerJau / peagadma diatc Rp. 25O alliar s.d. Rp. 5OO mtltar
OB

2,37O,OOO

r. ftlai lngu pc&erJm / peagailaaa dtsts RP. 5O0 mllis
OB

2,63(),OOO

3.4 AITGGOTA PAITITIA PETERIUA IIASIL PEXTRJAAII ()B

a. ltilat pagu peherJm / peagadam rupai de-gP- Rp. lOOJuta

t. xil*-pags p"h"{ia* / Pagad* dLt* np. fOOi.t" ia. np. ZSO:tt"
'.-c. 

na*-pagu p"i"t:m 7 p."gadi* ct"t"; np- zsii j.t 
"-a- 

Rp. 5oo i"t" -

9P
()B

175,OOO*' 
2ts,ooo

OB SOO,OOO

a- X-ff,i,f p"gp p"t"tj"u / pe.gea* diatr Rp' 5@ juta r-il. Rp' 1 ntltu OE
325,fi,O

* -fif* p"g"'p.teti* 7 lrcogadua diatc Rp- I oiliu r.d' Rp. 2,5 milio oa
:ls),fix)
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f. Ililai pagE pclerjae / pergadu dlats Rp. 2,5 milir s.d. Rp. 5 6uid
OB SlIr,utx)

g. ltll'l pagu peLerjao / peagadau dlats Rp. 5 mllts s.d. Rp.lO millu OB 6@,(x)o

"50;6
h. Ililai pagtr pelcrjau / pengsdam dtatr Rp. 1O alllu r.d. Rp. 25 mlltu

OB
i. f,ilEt pagu peketJau / P€-grdls allatB RP. 25 nlliu g,d. Rp. 5O miltu

OB
9(x),ooo

j. IIilai pagu pokerja$ / peagadm diata Rp. 5() mtlia 3.d. Rp. 75 miliu
OB

1,(x)o,ooo

k. nilat lngu pcterJro / Iragadm dtets Rp. 75 atlit e.d. Rp. lfi) mtltar
OE

1,1OO,OOO

t. Itilat pagu polerJun / pcrgadau dtata Rp, 1OO Eilts t.d. Rp. 25(} allla
OB

1,.100,ooo

E. !Iil.] pagu peherJau / poagadan dtatu Rp. 25O mlllr;.d. Rp. Sfi) atltu
OB

1,6q),qx)

r. lllilai pagu lELcrjae / pcrgad'* dt tc Rp. Sfl) uiliu
OB

l,750,O(x)

3.S Beadahgn PercrlDa OB 7OO,O(x)

4 HOI.ORARII'I PEXGTLOI,A SI TEU AIRIITTAITSI If,STAITSI (SAI}

4.1 Uatt Akuntasi KabutrBtc! lnlg ditetaptu ata DGar KcputE@ Bupatl

a. PeraaI{Eng Jamb OB 3,zl{p,qx)
b. Penblaa oa 2,750,O(x)
c. Ketu OB 2,500.(xx)
d. weHl xetua OE 2,25O,(x)O
e. SctEtarir OB 1,850,(xX)
f. Arggota OE 1.75(l.()@

Honoruirm Sekretartat
a. Xepela SeLrcteriat OB 2,1sO,O(x)
b. waldl l{epala a€Martat OB 1.950.qX)
c. Arggota OB 1,800,ooo

4.2 Unlt Atuntrei Jrarg dttctaptu ate Dur Kcpala SKPD

{. PeraaggqEg.rrmb OB 3q),ooo
b. l(etm OB 25O,(xX,
c. S€lEcterL OB 2OO,(xX,

d. angota OB 15{),OOO

4.3 Untt Akuatrci pads UPID JBag E6J.di KPA

a, PmanggrgJswsb OB 300,ooo
b. Kctua OB 25O,OiOO

c. S€trct.rtt OB 200,o@
d. anggota OB 150,@O

5 IIOtrORARII'U PEIIGEI.OLA PEREf,CAtrAAlf DA!' PEIAPORAN

5.1_- Udt PcBlc&u Nabupet€n yangdttctaprcn atu Dasu KclEturu Bupati

e. Pcw:ulgJawab OB 4,150,OOO
b. PeDblm OE 3,15O,OOO
c. Kete ()B 2,esO,O(x)
d. watfl Ketua OB 2?,fi,wo
e. Sckrctaris OE 2,55O,(xX)
f. wsldl aehretads OB 2,300.ooo
g. Aaggota OB

- 
2'e99r9P

Honorarlun Sekretariat
a. Kepql8 Sek etariat OB 2,3OO,OOO

b. WaIdI Kcpals Sctrctartat OB 2,O5(},@O
c. Arggota OB _14.999

5.2 UElt ?crcrcuau ng diteteptaa ats lleputm Dcu Kepala SOPD

a. PenuguugJamb OB 300,@o
b. Ketua OB

OB
250,fiX)

c. S€tteterL 200,(xx)
d. Aoseota OB s(l 0(r(r
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7

rronoRARlrru PEltELIrt / arrRvEr

6.1 PeEelitl Utaoa OJ 6{,,OOO

6.2 Peaeliti Madya (}I 5(),O@
6.3 Peneliti fiuda (}, 40,fiX)
6.4 Peaelltl PertaEa OJ 35,OOO

6.5 Pcaclttt {116 Fuagrtoal Penelitif (LI 30,(xX)
6,6 Pcmbartu Peaeliti qt 2(},ooo
6.7 K@rdllatc ?er€liti OE 42O,(xX)
6.E SetrctariatPelclttl OB 3fir,ooo
6.9 Peagolah Data Pereliti& 1,54{),(x)O
6.10 Pctugas Slffiey Org/B*p. 8,O00
6,11 Pembutn lapaagu OH ao,(xx)
6.12 Pet-gP! $r1gyey Pe!-aetaaq / Pegges..LaU.q4 Fstas (}H 2s(}-(xx)

HOXORARn U I{AnASrrrBER AEETTTAR / RAXOR / SOSIALISASI I DI8DUINASI /
DII(IAT / SIITTEX(

Mffirmbcr/ Penbai*
a. Ucateri / Pejabet S3+i!gL't Uertetl OJ 1,?OO,(X)O
b. PeSalat Eeeloa I / yalg disetankan G' 1,r100,(Xx,
c. Pejabat Eeelou II / yerg alisetaEL'n OJ 1.O@.OOO
d. fqabat Eselo III / yang dfeetaratao OJ 9(X),(xx)
e. P€jabat Egelon fV / yalg disetmlar (1, ?oo,000
f. wtdvaiew o., SOO,OOO

Xo! PlgS (}, 3fi,,(xxl

.2 ilodcnto! o., s5o,o@

a HOIiORARrUU pAlrITrA SE IIrIAR / S{TSIALISAS! / DTSEMTIIASI / DTXLAT / ButllBK

4.1 Peaanggmg.Iamb or r+50,(xx)

A.2 Ketu ox rroo,o(x)

,3 S€kretarts ox 3@,OOO

A-4 Aassota ON 3(x),ooo

9 HOITORARTII'U TEITAGA AIILI / PEITTULT'H / PUEII(ESWA]I ITO.rI PEGA$AI IVEGERI

9.1 ELTA/ScilerJat OB 1,9t)(),ooo
9.2 Diplma lAarjam Uudal OB 2,1OO,O{,O

9.3 6tBta Satu (Sl, OB 2.3(}0.0@
9.4 AtRta Du { a2 I oa 2,4OO,OOO

9.5 Stnta Tiga (Sall OB 2,s@,(x)O

10

11

TIOITORARIIIM XOT PilS

1O,1 Dotter 8p*ialir OB 1s,OOO,(XX'

1O.2 Doker Uam OB a,(xx,,fix,
1O.3 Aatp"- OB 1,3q),(xx,
1O.4 Petugas KebeFltm, Peagenuili ilap Pnmubalrti OB 1,3trc,@O
1O.5 Pe4Jaga Ualm OB 1,3OO,q)O
1O.6 Teaaga l(octnk OB 1,500,ooo
1o,7 Ten4gt Tetde l(e*ehataq ()B 1,500,fi)o
lo.t Tenaga Giw KoltatrlBahi OB 1,s(x,,(xx,
1o.9 Petugas KebeGihe X6giatm ox z)o,q)o
1O,1O Rohaim ox 2sO,(XX)

IIOITOR.ARIUM TIil PEIYI'ITJAITG IIBGIATAN

1.1 Yarg Dttetaptaa Oleh Bupati

Pembim 2 oa tdd:ooo
c. Pergalah OB 75(},OOO
d. PeloaggmgJamb ()B 70t,,ooo
c. K@rdiBtc OB 65()-flX)
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f. I(etue OB 600,ofi)
s. scryil+ OB sfir,ooo
h. Aagota OB 5{x),ooo

11.2 YargDitetapka! OIeh Xepala SKPD
a. PeuagurgJamb OB rtst,oq)
b. Ketua
c. Aetretart3

OB
OB

4{rc,OOO
300,@o

d. Anggota OE 3{X},ofi)

1.3 Yaag Dttetapkn Oleh KPA
a. l(etua o3 25O,fi,O
b. setretarts OB 2@,OOO
c. Arggota OB 150,OOO

HOIIIORARII'U TIf,I PETfl'SUI{A1T / ASISTEXSI PEilBAHASA{ RAITCAI{GAIT PRODUI(
HI'IIUU

12.1 PeaaaggurgJamb 1 OK 2,sfi),O(x)
2.2 Pe-.nd{urg Jamb 2 OK 2,fiX,,tXX,

12.3 Peobtm ora 1,?so,ooo
12.4 Ketu OK I

12,5 S€kretuis ox 1,250,OOO
f2.6 Arggrota ox 1.,(Xr0,0(x,

IIONORARIUM TIT SEKRETARIAT PETUXJAI{G IGGIATAX

13.1 Ysrg Dttetaplrr Oleh Bup.ti
a. Xetr. OB 3{X},O(x'
b. argota ()B 2sc,ooo

e, Ketm OK 1.(xx).OOO
b, Arggota OK 75{},OOO

a. Ketra o8 25t).O(x!
b. Anggota OB 2(x,,fix,

a. Ilcte {}K 5{X},OtX}
b. Alggota ox it{lo-(x)o

13.3 Yaag Ditetspta! OI€b I<PA
a. Xetua OB 25O,OOO
b OB 2oo,0oo

a. Kctua OB {oo,000
oI( 3{x).fix}

L4

l5

16

II()I{ORARfi'U TIU PEIIYUAUIIAII JI'R.ITAL

14.1 PemagguogJamb Oter r$50,ooo

14.2 Reilalrtu Ote! 35(},O@

4.3 Peayuatirg/ Editc Oter 27d,W
4.4 Dxiu Gmltr du Fotognfer (}t€ 18O,(xrO

4.5 Sekrctui.t Oter 1dr,fi)o
14.6 PembEt Aatitel IJekoar 150,(xX)

HOIYORARIT'TI TIU PEIFfl'SI'XAIT BI'I.EEI{ / UA'ALAII

5.1 PenargguagJamb Oter 4OO,O(x)

5-2 Reda-ttu Otet 3(x,,(xlo
15.3 Pelj/etiag / Editq Oter 25{},(xx,
5.4 D6air crafis ds Rotognfet Ota 1ao,frx)
5.5 Setretadat Oter lso,(xlo
5.6 Pembtret Artikel IIalemu loo,o0o

TIONORARI'il TIM LAYA.!TAil PEITCADAAtr SECABA ELEXTROIIIK PPAEI / SITIDA
I{EUAtrGAIT / AIUDA BARATG / SIAI(

16.1 Peetle o8 I,zloo,(xx,
16.2 Peartmh (}B 1,350.(xX)
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16.3 Xeltala OB 1,300,fix)
16.4 Sebetuis oa t,275,M
16.5 gatt Adairistrci Slstea Iafommf (ADMII{I OB 1,OOO,OOO

16.6 Uatt Begidtffii ilu Vcdfi.had OB 1,@O,000
16.7 Udt IaYr* .1.- Ihrkuagu o8 1,(xlo,ooo
16.8 Aaggota OB 9(x),ooo

HOITORARTI'U ?Iil PETGEI,OLA WEBSITE I(ABUPATE]il

17.1 ps-.-ggn-€Jawab OB soo,o(x,
17.2 RedaAtur OB 450,O(x)
17.3 Editor OE zt{x),o00
17.4 [eb Admiu OB 3SO-{Xro
17.5 ltreb Dweloper OB 3q),fi)o
17.7 Penbut Artltel IIel-* roo,o@

HOI{ORARIT'UTIU PruERItrSA BDGUI,ER, I PEIIERIKSAAI{ BAUSUA / UOXTTORETG

18.1 Hoaorerlta Tin Pemerika Reguler / Peaert&sa KLreus
a, Penaagguag.Iawab OII 325,OOO
b. Peagerdali Uutu OH 3@,OOO
c. Perge[alallTctsh OH 275,9X)
d. Ketua olr 25{,,O@
e. Setretui. OH 225,@O
f. .q'csltl OH 2fir,(xlo

18.2 llonoruiua Tim Uonltortag
a. PeBbiH OH 3OO,@O
b. Pengarah OII 25O,OOO

c. Koordilator OH 225.OOO
d. PemlggungJawab OH 2OO,fiX)
c. Xetua OH 175,qX)
f. Sctretris OII 1s(},(xx,
g. Anggota oII t25,q)o

SA?UAI{ BIAYA UAIIG SITACK PF,GAITAI XECISRI SIPIL IPilAI

19.1 Srsc&Huiaa Pegawal OH 7,OOO

19.2 Saact Huiu Pegamt {Pamedia di Puslemcl OH 6,OOO

19.3 Saact lluie Pegawat (cufll OH 2,500

20

2L

SATUAil BIAYA I'AIIG LEUBI'R DAf, UA!{G UAKAtr I,EIIBIIR

2O.1 UAI{G LEUBT'R

a. Golongel G' l3,ooo
b. Golougull OJ 17,O(x)
c. Golonga! III (I' 2O,(pO
d. col@gll IY (I' 25,fiX)

2O.2 UAITG XAI(^X I,TUBI]R OH 25,OOO

ITOXORARIUU KUASA Hi'I(TIU
21.1 Irceatif Ku*a Hu&ua oi SOO"OOO

21.2 Saksi OK 3fl),(xx)

22

23

IIONORAST'TPEIIGEIOLI\ BANAIT(i IILIK DAERAII
22.1 PeaegugKetucaaa PagelolaAset OB 4,54O.fi)O
22.2 

"elgcloraAset 
Daenh OB s,a50,ooo

22.3 Pembutq Peagelola Asct Dacnh (}B 4,62(},o(x)
22.4 Admta siada OB _lj?!o,ooo

HONORARIIIil FCIRI'U Kfi)RDINASI FIUPNTAN DAERAE
23.1 Pengmh OB 6,aoo,ooo
23.2 p€nanggung Jsmb OB 5,AOO.fl)O
23.3 rretua OB 5,A(x),(xx)
23.4 aekrGtaris OB 4,5OO,OOO

23.5 Aasota OE 5,AOO,OOO



STAITDAR BIAYA MASUKAIT TAHUI5 ANGGARAIT 2OL9
YANG BERT'UNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

1. Hoaorarium Penanggung Jautab Peagelole Keuangaa I Kegiatan

Pengelola keuangan/kegiatan
honorarium berdasarkan besaran
sebagai berikut :

LIIMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
ITOMOR 2C TATIUN 2018
TENTANG STANDAR BIAYA MASUI{AN
TAHUIT ANGGARAN 2OL9

pada setiap satuan kerja, diberi
pagu yang dikelola, dengan ketentuan

a.

b.

Pengguna Anggaran bertanggungiawab terhadap seluruh pengelolaan
keuangan pada masing - masing SKPD;

Dalam rangka pengadaan barang f jasa, Pengguna Anggaran dapat
bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai peraturan
perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

PA/PPK harus memiliki serti{ikasi pengadaan barang darr jasa sesuai
peraturan penundang-undangan;

Pejabat Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugasnya dapat
melimpahkan sebagian kewenangannya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan
mempertimbangkan besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola,
beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan / atau
pertimbangan objektif lain;

Untuk Pengguna Anggaran tidak diperbolehkan merangkap sebagai
Pejabat Penatausahaan Keuangan;

Untuk membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan {PPTK) dalam
pelaksanaan kegiatan, Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) dapat menunjuk staf administrasi kegiatan maksimal 2
(dua) orang;

Honorarium pengelola keuangan dimasukkan pada masing - masing
kegiatan;

Honorarium pengeloia keuangan/kegiatan dibayar sesuai dengan jangka
waktu pelaksanaan kegiatan selama 12 {Dua Belas Bulan) bulan.

c.

d.

e.

ctb'

h.



2. Honorarium PeJabat / Panitia Pengadaan Baraag / Jasa I VLP

a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa

Honoraraium diberikan kepada pegawai negeri yang diangkat oleh
Pengguna / Kuasa Pengguna Barang / Jasa untuk melaksanakan
pemilihan penyedia barang / jasa melalui penunjukan langsung /
pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang I pekerjaan
konstruksi I jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 2OO.0OO.OOO,-
(dua ratus juta rupiah) untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang
bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,- {lima puluh juta rupiah) dan
honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa diberikan per bulan.

b. Honorarium Panitia Pengadaan Barang / Jasa I ULP

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diangkat oleh
Pengguna / Kuasa Pengguna Barang / Jasa menjadi Panitia Pengadaan
Barang I Jasa atau Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk melaksanakan
pemilihan penyedia barang / jasa. Anggota Panitia Pengadaan Bararrg I
Jasa atau ULP sekurang - kurangnya 3 (tiga) orang dan honorarium
Panitia Pengadaan Barang / Jasa diberikan per bulan.

Honorarium Pejabat / Panitia Penerima Hasil Peketjaau

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang ditunjuk oleh PA / KPA
untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah
diselesaikan dan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil
pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak. Honorarium
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan honorarium Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan diberikan per bulan.

Ilonorarium Pengelola Sistem Akuatansi Instansi (SAII

Honorarium diberikan kepada Tim Pengelola yang diberi tugas melakukan
pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan
posisi keuangan dan operasi keuangan pada SKPD sesuai dengan unit
akuntansi masing - masing, baik yang dikelola secara prosedur manual
maupun terkomputerisasi.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi
Barang Milik Daerah

Ketentuan mengenai jumlah pengelola SAI adalah sebagai berikut:
a) Ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, Anggota paling banyak 10

(sepuluh) orang;
b) Ditetapkan atas dasar keputusan Kepala SKPD, Anggota paling banyak 6

{enam) orang;
c) Ditetapkan atas dasar keputusan Kepala KPA, Anggota paling banyak 3

(tiga) orang.

3.

4.



o. Honorarium Pengelola Perencanaaa dan Pelaporan

Honorarium diberikan kepada Tim Pengelola Perencanaan dan Pelaporan
yang diberi tugas melakukan pengumpulan data, pengolahan data,
pen1rusunan dan pelaporal perencarlaan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, diberikan honor perbulan selama 12 (Dua Belas) bulan'

Ketentuan mengenai jumlah pengelola perencaltaan adalah sebagai berikut :

a) Ditetapkan atas dasar keputusan Bupati, Anggota paling banyak 1O

{sepuluh) orang;
b) Ditetapkan atas dasar keputusan Kepala SKPD, Anggota paling banyak

6 (enam) orang;
c) Ditetapkan atas dasar keputusan Kepala KPA, Anggota paling banyak 3

(tiga) orang.

Honorarium Peneliti / Sunrey

Honorarium penelitt I petugas survey diberikan kepada pegawai negeri dan
non pegawai negeri yang berdasarkan surat perintah pejabat yang
berwenang diberi tugas untuk melakukan penelitian I survey. Honorarium
yang diberikan atas kelebihan jam kerja normal atau diluar jam kerja paling
banyak 4 (empat) jam sehari. Dalam hal peneliti / petugas survey
mendapatkan honorarium tidak berhak mendapatkan uang lembur.

Petugas Survey Pemetaan I Peneliti apabila turun ke lapangan dapat
diberikan uang harian dan biaya perjaianan dinas.

6.

7. Honorarium Narasumber / Seminat I Rakor / Sosialisasi / Diseminasi /
Diklat / Bimtek

Honorarium narasumber diberikan kepada pegawai negeri I rron - pegawai
negeri yang memberikan informasi I pengetahuan kepada pegawai negeri
lainnya / masyarakat.

HonorariUm narasumber dapat diberikan dengan ketentuan :

a) berasal dari luar lingkup SKPD penyelenggara;
b) berasal dari lingkup SKPD penyelenggara sepanjang peserta yang

menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara
atau berkenaan dengan masyarakat.

Dalam hal narasumber melakukan perjalanan dinas, narasumber dapat
diberikan uang harian perjalanan dinas dan honorarium selaku
narasumber.

Honorarium moderator hanya diberikan untuk kegiatan seminar, sosialisasi
dan disemininasi.



8. Honorarium Panitia Seminar / Sosialisasi I Diseminasi I Diklat I
Bintek

Honorarium dapat diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas
sebagai panitia untuk rnelaksanakan kegiatan seminar / sosialisasi I
diseminasi I diklat / bintek sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama
kegiatan berasal dari luar lingkup penyelenggara.

Jumlah personil kepanitiaan dengan ketentuan :

a) Untuk seminar / sosialis asi / diseminasi maksimal 20 % (dua puluh)
dari jumlah peserta;

b) Untuk bintek dan diklat maksimal 9 (sembilan) orang;
c) Honorarium pendamping sudah melekat pada tim pelaksanaan diklat.

9. Honorariua Teaaga Ahli / Penyiuluh / hlskesuran Nou - Pegawai Negeri

Honorarium diberikan kepada non-pegawai negeri yang ditunjuk untuk
melakukan penyuluhan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang
atau tenaga ahli yang telah diatur oleh Pemerintah Pusat.

1O. Honotariurn trIon PNS

Pemberian honorarium sebagai penghasilan tetap dapat diberikan bagi
tenaga tidak tetap/pegawai honorer sampai dengan L2 bulan dengan
ketentuan telah bekerja pada Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

Satuan biaya honorarium diperuntukkan bagi non - pegawai negeri yang
ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya,
seperti untuk satpam, pengemudi, petugas kebersihan dan petugas
resepsionis (untuk kantor sekretariat daerah) dengan melalui jasa pihak
ketiga / diborongkan, alokasi biaya dapat ditambah sesuai ketentuan yang
berlaku.

11. Hoaorarium Tim Penunjang Kegiatan

Honorarium tim penunjang kegiatan dapat diberikan kepada pegawai negeri
atau non pegawai yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan
berdasarkan keputusan Bupati I Kepala SKPD I KPA.
Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut :

a) tim penunjang dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati sepanjang
diperintahkan oleh Peratrrran Perundang-undangan;

b) mempunyai keluaran {autput)jelas dan terukur;
c) bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikut sertakan

satuan kerja lainnya;
d) bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan atau diluar jam

kerja;



e) merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada pegawai
negeri disamping tugas pokoknya sehari - hari; dan/atau

f) dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

Jika pendekatan output berdasarkan proses, maka diberikan honorarium
dengan satuan orang per bulan, tetapi jika output berdasarkan kegiatan
maka diberikan honorarium dengan satuan orang per kegiatan

12. Honorarium Tirn Peuyusunan/Asistensi Pembahasan Rancangan
Produk Hukum

Yang dimaksud dengan Tim Penyusunan Rancangan Produk Hukum
adalah Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, Tim Penlrusunan
Peraturan Bupati dan Tim Pen5rusunan Peraturan Bersama Bupati.
Yang dimaksud dengan Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Produk
Hukum adalah Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
yang telah disampaikan kepada DPRD.
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4l dan Pasal 46 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah, Bupati membentuk Tim Pen5rusunan Rancangan Peraturan Daerah
dan Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
Susunan anggota Tim ditetapkan sebagai berikut :

a) Penanggungiawab 1"

b) Penanggungjawab 2
c) Pembina
d) Ketua

e) Sekretaris
f) Anggota

Bupati
Wakil Bupati
Sekretaris Daerah
Kepala SKPD pemrakarsa atau pejabat yang
ditunjuk
Kepala Bagian Hukum
SKPD terkait sesuai kebutuhan.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,
Bupati membentuk Tim Pen5rusunan Peraturan Bupati dan Peraturan
Bersama Bupati dengan susunall sebagai berikut :

a) Ketua : Kepala SKPD pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk
b) Sekretaris : Kepala Bagian Hukum
c) Anggota : SKPD terkait sesuai kebutuhan.

Honorarium diberikan untuk tiap produk hukum yang disusun.

Tim Pen5rusunan Rancangan ProdUk Hukum dianggarkan pada SKPD
pemrakarsa, sedangkan untuk Tim Pembahas Rancangan Produk Hukum
dianggarkan pada Bagian Hukum kecuali Rancangan Peraturan
Daerah/Peraturan Bupati tentang APBD, RTRW dan hal-hal khusus
lainnya berdasarkan Program Legislasi Daerah yang telah ditetapkan.



13. Honorarium Tim Sekretariat Penunjan$ Kegiatan

Honorarium diberikan kepada pegawai negerifnon - pegawai negeri yang
diberi tugas untuk menunjang kegiatan administratif yang berfungsi untuk
menunjang kegiatan tim penunjang kegiatan. Sekretariat hanya dapat
dibentuk untuk menunjang tim penunjang kegiatan yang ditetapkan
Bupati / Kepala SKPD/ KPA.
Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan paling banyak 7 (tujuh) orang.

14. Honorarium Tim Peayusunan Jurnal

Honorarium tim pen5rusunan jurnal dapat diberikan kepada pegawai negeri
yang diberi tugas untuk men1rusun dan menerbitkan jurnal berdasarkan
keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu
rtmrlm, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi
tersendiri.

15. Honorarium Tim Penlrusuran Buletia/Majalah

Honorarium tim pen5rusunan bulletin/majaLah dapat diberikan kepada
pegawai negeri yang diberi tugas untuk menJrusun dan menerbitkan
bulletin/majalah, berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adaiah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik,
pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Bulletin adaiah media cetak berupa seiebaran atau majalah berisi warta
singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodic yang
ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

16. Honorarium Tim Layaaan Peagadaan Secara ElektroniklSlMDA
Keuangan / SIMD"A Barang / SIAK

Honorarium tim layanan pengadaan secara elektronik {LPSE)/SIMDA
Keuangan/SIMDA Barang / SIAK dapat diberikan kepada pegawai negeri
sipil dan non pegawai negeri sipil yang bertugas melaksanakan pengelolaan
website pelelangan elektroniklpengelolaan keuanganlbarang secara
elektronik dan sistem informasi administrasi kependudukan di tingkat
Kabupaten.
Susunan anggota dapat disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan
honorarium diberikan per bulan selama 12 (dua belas) bulan.



17. Honorarium Tim Pengelola Website Kabupaten

Honorarium Tim Pengelola Website Kabupaten dapat diberikan kepada
pegawai negeri/ non PNS yang diberikan tugas untuk mengelola website,
berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. Website Kabupaten yang
dimaksud disini adalah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Barito
Timur.

Pengelola website dapat diberikan honorarium dengan ketentuan :

a) Paling banyak 12 {dua belas) bulan;
b) Data I benta harus selalu di update;
c) TIM pengelola berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

lS.Hoaorarium Tim Pemeriksa

Tim dengan tugas harian dapat diberikan untuk tugas pemeriksa
inspektorat dengan jabatan dalam tim menyesuaikan kebutuhan.

19. Honorafium Kuasa Hukum

Diberikan untuk tim kuasa hukum yang mewakili pemerintah daerah
dalam beracara dipengadilan.

2o.Hoaorariunn Saksi

Diberikan untuk menunjang dan memperlancar penanganan perkara
perdata atau tata usaha Negara dalam rangka menguatkan argumen atau

"1."r1 
hukum terhadap perkara yang dihadapi oleh pemerintah daerah'

Honorarium diberikan unfuk tiap saksi setiap persidangan.

21.Satuan Biaya Uang Snack Pegawai Ittegeri Sipit {PilS}

Uang snack diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dihitung
berdasarkan jumlah hari masuk kerja, pengalokasian dana dalam RKA

SKPD paling banyak per pegawai 22 {dua puluh dua) hari dalam 1 (satu)
bulan. Satrran Uang snack ini merupakan batas tertinggi dalam penyediaan
snack pegawai negeri siPil.

Besaran satuan biaya uang snack sudah memperhitungkan pajak
penghasilan.

22. Satuan Biaya Uang Leabur dan Uang Makan Lembur

Uang lembur merupakan kompensasi bagi pegawai negeri yang melakukan
kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

Uang makan lembur diperuntukkan bagi semua golongan dan diberikan
setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut - turut
dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari.



23. Besaran Peihbagian Honofariuin Tiia

Besaran biaya honorarium yang diterima anggota tim diberikan
menyesuaikan dengan tanggung jawab, kinerja dan keaktifan anggota tim
dalam kegiatan.

BUPATI BARITO TIMUR,



1.

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR.zfl TATIUN 2(}18
TENTANG STANDAR BIAYA MASUI(AN
TATIUN ANGGARAIT 2OL9

STAIITDAR BIAYA MASUI{AIT TAHUN AITGGARAIT 2AI9
YANG BERTUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

Satuan Biaya Diklat Pimpinan / Struktural

Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat
penjenjangan untuk pejabat I pegawai yang akan I telah menduduki
jabatan tertentu. Satuan biaya sudah termasuk biaya observasi lapangan,
namun belum termasuk biaya perjala"nan dinas dan uang saku peserta.
Apabila dalam pelaksanaan anggaran terjadi perubahan tarif biaya diklat
pimpinan, satuan biaya dapat mengacu kepada peraturan perundang-
undangan yang beriaku.

Satuan Biaya Latihan Prajabatan

Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya
latihan prajabatan bagi calon pegawai negeri sebagai syarat untuk
diangkat sebagai pegawai negeri. Satuan biaya sudah termasuk biaya
observasi lapangan narnun, belum termasuk biaya perjalanan dinas
peserta. Apabila dalam pelaksanaan anggaralr terjadi perubahan tarif
biaya diklat pimpinan, satuan biaya dapat mengacLl kepada peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Catatan :

Satuan biaya Diklat Pimpinan dan Diklat Prajabatan mengacu pada
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2OO9 Tentang Jenis dan Tarif atas
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga
Administrasi Negara.

Satuan Eiaya Koasumsi Rapat / Pertemuan

Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya
pengadaan konsumsi makanan termasuk minuman dan kudapan untuk
rapat yang diselenggarakan dikantor/ gedung pertemuan.

Rapat Koordinasi Tingkat Bupati adalah rapat koordinasi Bupati yang
pesertanya adalah dari Pejabat Fusat / Pejabat Provinsi / Unsur Forpimda
I pejabat yang setara / unsur masyarakat.

2.

3.



4.

Rapat Kerja / Koordinasi Tingkat Kabupaten adalah rapat koordinasi yang
pesertanya adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah atau masyarakat
yang bertempat di Kabupaten.

Rapat Kerja / Koordinasi Tingkat Kecamatan adalah rapat koordinasi yang
pesertanya adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah atau masyarakat
yang bertempat di Kecamatan.

Satuan Biaya Konsumsi Tamu

Satuan biaya konsumsi tamu yang digunakan unfuk perencanaan
kebutuhan biaya pengadaan konsumsi tamu dikantor. Untuk tamu Bupati
dan Wakil Bupati biaya dapat disesuaikan dengan jumlah dan intensitas
tamu.
Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan

Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaart kebutuhan biaya
pengadaan bahan makanan rumah sakit, anak asuhan (panti) dan tuna
sosial, sedangkan untuk pasien rumah sakit diberikan dengan ketentuan:
a. Untuk keias Super VIP mendapatkan 3 (tiga) kaii makan dan 2 (dua)

kali snack;
b. Untuk kelas VIP mendapatkan 3 (tiga) kali makan dan 2 (dua) kali

snack;
c. Untuk kelas I mendapatkan 3 (tiga) kali makan darr 2 {dua} kali snack;
d. Untuk kelas II mendapa"tkan 3 (tiga) kaii makan dan 2 (dua) kali snack;
e. Untuk kelas III mendapatkan 3 (tiga) kali makan dan 2 (dua) kali

snack.

Angka tersebut diluar diet tinggi kalori dan tinggi protein (TKTP).

Satuan Biaya Pemeliharaan daa Operasional Kendaraaa Dinas

Satuan biaya pemeliharaan dan operasional digunakan untuk
mempertaha{rkan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan
siap pakai sesuai dengan peruntukkannya, tidak termasuk rekondisi.

Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor digunakan untuk
mempertahankan barang inventaris / peralatan dan mesin lainnya agar
berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik).

b.

6.

7.



8, Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung I Bangunan Kantor

Satuan biaya digunakan untuk pemeliharaan rutin dengan maksud
menjaga / mempertahankan gedung dan bangunan kantor aga.r tetap
dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang
dari atau sama dengan 2Yo (d:ua persen).

Catatan:
Pengertian Istilah :

a. OJ
b. oH
c. OB
d. oP
e. OK
f. oR

Orang/Jam
Orang/Hari
Orang/Buian
Orang/Paket
aranglKegiatan
Orang/Responden

BUPATI BARITO TIMUR,

AMPERA A.Y. MEBAS



LAMPIRAN TV
PERATURAIT BUPATI BARITO TIMUR
IVOMOR ZO TAHUN 2(}18
TENTAI{G STANDAR BIAYA MASUI(AN
TAHUITI AI{GGARAN 2OT9

SURAT PERITYATAAN TAilGGUITG JAf;IAB MUTLAK
NOMOR i ...........

Kode dan Nama Satuan Kerja

Kode dan Nama Kegiatan

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya seiaku Pengguna Anggaran f
Kuasa Pengguna Anggaran, menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh

atas satuan biaya yang digunakan dalam pen)rusunan Standar Biaya Masukan

..........n) di luar Standar Biaya yang ditetapkan oleh

Bupati Barito Timur.

Perhitungan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara professional,

efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungiawabkan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

*) Diisi nanla kegiatan yang

NrP /

Menjadi Standar Biaya Masukan

TIMUR,

ATVIPERA A.Y. MEBAS


